 *1;JUIﬁcL@@Bmm@E?v:-

i -?f_Q}Qzé;z;_-__}é}réﬁ-:p;;_E;ﬁéz._@igziﬂﬁfaf;ﬁki; SiHir o

  A_P£NEAHULUAN

EHUUJI&I] undamg-undanv acaphah dﬂmﬂkan dengan nomen}datux

; 'JudzczafRewew Istilah Judicial Revzew lebih hias cakuozm maknanya cianpad'i'-__ =

penamaan toersmgmechr atan ]za}’c mengzyz

Judicial Revzew dalam sistem hokum Common Law tidak hanya
bermakna ﬂze power of ﬂze com 7 fo dedaie laws unconsfzmnonal "(James
E. Ciapp, 1996 ’732), Ietap1 Juoa berpaut dencan keglatan exqimination of
admmzsfmnon a’ecrszons b\; the court (Collin, 2000).

Hak menguji adalah hak bagi hakim (‘tiau lembaga peradﬂan) gunamenguji
peraturan perundang-undangan. Hak menguji formal (atau Formele
Toetsingsrechr) berpaut dengan pengujian terhadap cara pembentukan
(pembuatan) serta prosedural peraturan perundang-undangan, sedangkan hak
menguji materiil (atau Matericele Toetsingsrechr) berpaut dengan pengujian
terhadap substansi (“materi’) peraturan perundang-undangan.

- Dilndonesia, penggunaan istilah Judicial review mencakup pengujian
peraturan perundang-undangan.

~Adapun penamaan peraturan perundang-undangan, lazim disebut
algemene verbindende voorschrifien mencakup semua kaidah hukum tertulis,
dimulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan desa yang berkekuatan
normauf ( norinatieve krqgfte’), sebagaimana dimaksud Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pemndancr—Undanoan
Kaidah undang-undang (dalam makna formal) termasuk peraturan perundang-
undangan, namun tidak semua peraturan perundan g-undangan adalah undang-
undang (dalam arti formal). Undang-Undang lazim disebut Gezerz, Wer,
mémpakan species dari peraturan perundang-undangan.

Hampir semua negara mernberikan kewenangan bagi hakim (atau lembaga
peradilan) menguji undang-undang secara formele toetsing, namun tidak sernua
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negara memberikan kewenangan bagi hakim (atau lembaga peradilan) men gujl
substan31 (materi) undang-undang.

Indonesia menganut sistem pengujian materiil terbatas bagi Mah};mnah
Agung, yakni terbatas pada pengujian materiil (‘materieele toetsing”) terhadap
peraturan perandangmuﬁdanwan di bawah undang-undang. Hakim juga dapat
menguji Keputusan Tata Usaha Negara (K. TUN) yang memuat pengaturan
B yang bersifat umum (“besluit van algemene strekking’ )

Mahkamah Agung hanya boleh menguji. formal ( fomzele roez‘smg )
' teihadap undan g-undan g AT ticiak boleh men gull substansz (matert) Lmdan 1g-
~ undang. Mahkamah Agung tidak memiiiki hak mengup maten ¢ maremeele
roezfsmgs;echr ) terhadap undang-undang.

Pencujzan materiil terhadap peraturan perandano-undanvan di bawah
undang-undang dipandang kurang efekiif karena kaidah hukum yang p_almg
efektif mengikat rakyat banyak adalah undang-mldaﬁg beserta kaidathé_idah
hukum di atas undang-undang. Lagi pula, bagaimana halnya manakala uﬁdang-
undang itu sendirt mengandung cacat hukum? '

B. MENGAPADIPERI UKAN PENGU.HAN MATERIIL ‘UNDANGm
UNDANG? :
Peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan produk
politik, difurunkan (di-derive) dart legislasi institusi politik.

Undang-Undang Dasar selaku kaidah hukum (“peraturan perlmdang~
undangan’ ) tertinggi ditetapkan dan diubah oleh MPR (lihat Pasal 3 UUD 1945).

MPR selain lembaga negara, adalah pula institusi politik. UUD adalah
produk politik, bukan produk hukum.

Undang-undang (dalam makna formal), lazim disebut Wer, Gezerz,
dibentuk oleh DPR, berasal dari RUU dibahas bersama oleh DPR dan Presiden
guna mendapatkan persetujuan bersama. RUU yang telah disetujui bersama
dimaksud disahkan oleh Presiden. Manakala RUU yang telah disetujui bersama
tidak disahkan Presiden, maka dalam waktu 30 hari sejak RUU disetujui, RUU
tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan (Pasal 20 ayat
(1), ayat (2), ayat (4} dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945),

94




-'Ju'dicial Review di Mabkamah Agung L

DPR dan Pleuden seIaI\u }embaga—iembaﬁa negara adaiah pulainstitusi | o :
o poht;k Undanc-undang ndak imn adalah produk pohtﬂ\ di desam olehi msmms;— S
- -.3-1nst1tusz pohtak Undanmundanc buka.n produk hukum 1etap1 adfiiah produk__ s e

| .:pohak

B agm muatan pesanmpes n politik ; yang telkandunﬁ dx dalamnya bersesuai dengan e '

8 ;kehendak orang béﬁyak £

Dadd saat 1111 me“lang teiah ada I\/’ ah}\amah zionstimez yanu benvenan g

men guji undano—undang terhadap EUD sebqoalmana dlmaktub dalam Pasal

24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun Mahkamah Agung tidak diberi
L.ewenangan mengujiundang-undang berkenaan dengan halikhwal orang
perorangan secar aumum. Mahkamah Agung tidak boleh menguji und'mgn
undano g yang d1pandang bercacat hukum. :

C SEKELUMIT SE}ARAH

Slstem hukum Hmdxa Belanda fidak memberikan hak mencup materil
undang undanc bag1 haklm (atau Iembaca peiadﬂan) Pasal 20 Algemene
Bepalmgen van wergevmg menegaskan ‘De regter moet volgens de wet
regspreken Behoudens het bepaalde bij art, 11 mag hij in geen geval de
innerlijke waarde of de billijkheid der wet beoordelen.’

Negara Republik Indonesia Serikat memberikan kewenangan kepada
Malikamah Agung guna menyatakan bahwa undang-undang yang dibentul suatu
negara bagian adalah mkonstltusmnal (Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Konstitusi
RIS). '

Pasal 156 ayat (1) Konstitusi RIS berbunyi:

Jika Mahkamah Agung atau pengadilan-pengadilan lain mengadili dalam
perkara perdata atau dalam perkara hukuman perdata, beranggapan bahwa
suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang-undang suatu
daerah bagian berlawanan dengan konstitusi ini, maka dalam keputnsan
itu dinyatakan dengan tegas tak menurut konstitusi.

Namun Undang-Undang Federal sendiri tidak dapat diganggu gugat
(Pasal 130 ayat (2) Konstitusi RIS).
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| -~ Juga di bawah UUDS 1950, undang-undang tidak dapat diuji materiil
oleh Malﬂ{mmhAcruna Pasal 95 ayat (2) UUDS 1950 menegaskan: “Undang-
undanc tidak dapat diganggu gugat.” De. wet-is onschenbaar! (S. Tasuf
- 1971.197). E

B UUB 1945 DAN HAK MENGK},} 1 MATERHL
= BUD 1945 terdahulu sesungguhnya ﬂdaix melarang halkun (atau Mahmm'lh

o Agung) menguji undang-undang dalam maknamaterieele ioetsing. Tadak ada

pasal konstiiusi yang secara tegas melarang Mahkamah Agung menguji mateml
undang-undang, Baru pada Perubahan Ketiga, Pasal 24A ayat (1) UUD NRI
Tahun 1945 dItBU&S‘}xaH bahwa Mahkamah Agung hanya menguji peratumn
pemndangan di bawah undang-undang.

- Dalam Rapat Besar BPUPKI (1945), anggota Muh. Yamin pernah
menggagaskan pemberian kewenangan hak rnenguji materiil bagi Mahkamah
Agung. Prof. Soepomo, anggota BPUPKI lainnya, tidak menyetujui gagasan
Yamun. Dikatakan Soepomo, para ahli hukum kita di kala menjelang
pembentukan negara baru itu sama sekali tidak mempunyai pengalaan tentang
hal pengujian undang-undang, apalagi pengujian sedemikian bukan kewenangan
Mahkamah Agung tetap1 semacam pengadilan spesifik, yakni comtu‘m‘zoneel
hof’ yang melulu menangani konstitusi. ‘Kita harus mengetahui, bahwa tenaga
kita belum begitu banyak, dan bahwa kita harus menambah tenaga-tenaga ahli
tentang hai itu. Jadi, buat negara yang muda, saya kira belum waktunya
mengerjakan persoalan itu’, kata anggota Soepomo.

Sayang sekali, perdebatan dimaksud tidak berlanjut. Anggota Moh. Yamin
meminta pembicaraan tentang hak menguji materiil undang-undang ditunda saja.

Konstitusi Amerika Serikat (1789) juga tidak mencantumkan hak menguji
materil undang-vndang (‘judicial review’), namun 14 tahun kemudian, tepatnya
pada tahun 1803, Supreme Court Amerika di bawah Chief Justice John
Marshall menerapkan hak menguji undang-undang dalam perkara terkenal,
Madison vs Marbury.

Peristiwa pengangkatan sekelompok hakim baru di larut malam, kelak
dinamakan the midnight judges, oleh presiden lama, John Adams menjelang
serah terima jabatan kepada presiden terpilih, Thomas Jefferson memicu
kemarahan salah seorang hakim baru itu, William Marburv yang merasa
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keberat'ua tatk:aia surat pengangkatfumya selakuhakim tidak diberikan oIeh
: Seciemm of State, James Madison, ber dasarkan perintah Presiden Thomas

o Jeﬁersorz Pemermtah bemlaixsud znembata}}\an pengangkatan hakim-hakim

‘barudi malam yang }amt 1§u Willi iam Mar: bwy memohonk'm kepada Supremne
' Cozmagzu mence}uarkan Writ ofMandamus‘ guna memeuntahkan Secrez‘ary
- ofSrare JamesMadzson menye] -ahkan surat pengamkatan dﬂmya o

Bmdasatkdn Judiciary. Act 1789, pe;kcua yang dizguI\an Marbmy

: B terma&uk or zgma] ]umdzcnon dan, Supreme Caw? 'sehm Gga Lidak peilu me}a}m -

o pencradﬂan y’mg leblh renddh

_ I\/' ajehs hai\nn Agun@ dt bawah Ckzef Ju stice John Mmsha!l memutus
peﬂ\dw dimaksud dengan cara pengujian rmteul undang—undcmg, yakni
mengadakan judicial review te1hadap undam und‘m yang dipandang
bcﬁentanoan den gan konsutusz - ' -

SC] aE\ pumsan Chzef Justzce John Marshall dm}di\sud duma perqdﬂan
Amerika dibekali kewenangan judicial review tethadap undang-undang,
lermdsu}«, bag1 pe;.l\a.ra or. anmperm angan secara Gmun.

S}Stem hui\um per. achlzm Indonesia di bawah UUD 1 945 tidak mengikuti
jejs jak peradﬂan Amerika Serikat. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor
14 T"zhun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
hanya member;}\an kewenan gan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan
tidak. sah semua peratiran perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah
dari undan g—undan atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebil tinggi. Kewenangan serupa juga dinyatakan pada Pasal
31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, terakhir Undang-
Undahg Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 11 ayat
(2) huruf b dan Undang-Undaﬁg Nomor 5 Tahun 2004 (Pasal 31 ayat (1))
Mahkamah Agung memptmyai wewenang menguji secara materil hanya terhadap
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Guna kelancaran penyelenggaraan peradilan mengenat hak uji materiil
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, diberlakukan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993, kelak digantikan den gan
pemberiakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 1999 tentang Hak
Uji Materiil. Dikemukakan, hak uji materit hanya dibolehkan terhadap peraturan
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: -pel undang-undangan di bawah undang-undang, sehabun gan dengan;a_d_anya
 gugatan atau permohonan keberatan.: ' S ';
Gufratzm hak uy materul dla} ukm kepada Mahkamah AgunGr dengan cal a

Lfmfrsuno ke Mahimmah Afruno _ : SRR
' b Melalm Pengadiian Negeridi wﬂayah hukurn tempat Iieduduk_an t@l Gugat
(Pagzﬂ 2 fiyat .

Gu gatan hanya dapat dlz‘g ukan terhadap satu pf:mtumn peimldan g—undan gan

i : (d1 bawah undang-undang), kecuali terhadap peraturan pemndanv—undangan yanc

saling berkaitan secara langsung (Pasal 2 ayat (2)). Gugatan hak menguji: matemi
dlcl_] ukan da}am tenagang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak bedakunya
pex amr'm perundanv-undangan chma}\sud (Pasai 2 ayat (4)). b

Permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (se1atus
delapan puluh) hari sejak berlakunya peraturan perundang-undangan (P’lsal 5

aypt, “@).

Pas'x.l 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Aﬁun g menegaskan bahwa putasan Mahkamah Agung mengenai tidak sahnya
peraturan perundang-undangan dapat diambil baik berhubungan denwan
pemenksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan Iangfsuno
kepada Mahkamah Agung. Peraturan perundang-undangan yang tidak sah tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Potusan tersebut wajib dimuat dahm
Berita Negara RI dalam jangka waktn pahng lambat 30 hari kerja sejak putusan
dlucaplxan (Pasal 31 ayat (4), ayat (3)).

Dalam pada itu, menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi ditegaskan bahwa pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah vndang-undang yang sedang dilakukan
Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar
pengujian tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai
ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 5 ayat (1) TAP MPR Nomor I Tahun 2000 menetapkan MPR
berwénang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan TAP MPR.
Mahkamah Agung berwenang menguji perundang-undangan di bawah undang-
undang (Pasal 5 ayat (2)).
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Dzrasakan Jangga} manakala MPR diben kewenangan menguyji undangj S
] undanoyancr dlbenuﬁ\DPR JgstmchkalaDPRmerangk‘xpkeanggotaanl\/IPR : o
: '--Tldakkah hal dzmaksud belmakna bahwasanya sang. Lolq mencicip se1ta':. '
" .'_mem}aﬂ\ue—kue buatannya sendiri? Laﬁlpula menurut Prof Sri Soemantri T

- -__Martosoewx@n;o (2001:21), MPR adalah institusi politik yang berang gotakan SRR

i 700 orang Hak uji materil t1dak semata—mata (hanyq) masalah pohuk ak_an o :

;tei:apzt juga masalah hukum

E PERPU PROBLEMATIKEUDECIALREVEEW

?encuj:an matenl Mahkamah Agung hanya boleh diadakan terhadap - -
peraturan per undang~undangan di bawah undang-undang. Hak uji materiil
pere_ituran perundang-undangan hanya boleh dilakukan terhadap Peraturan
Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah ke bawah namun
pengujian (foetsing) fidak dapat diadakan terhadap undang-undang, juga tidak
terhadap Peraturan Pemérin'tah__ Pen gganti Undang-Undang (Perpu),
sebagaimana dimaksud Pasal 22ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,

~ Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR
mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan
Republik Indonesia menempatkan undang-undang setara dengan Perpu. Pasal
2 TAP MPR Nomor TI/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan
Peraturan Perundang-Undangan menempatkan Perpu di bawah undang-undang.

Haldzmaksud memberik_dn peluang kewenangan secara tidak sah bagi
Mahkamah Agung meﬂg_adak@ pengujian materiil terhadap Perpu. Mahkamah
Agung tidak dapat menguji undang-undang namun dapat menguji Perpu.

Dalam padaitu, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, undang-undang
ditempatkan setara dengan Perpu. Materi muatan Perpu sama dengan materi
muatan undang-undang. Lagi pula, TAP MPR sendiri sudah tidak tergolong
peraturan perundang-undangan.

. POSTSCRIPTUM

Menggagaskan pemberian kewenangan bagi Mahkamah Agung menguji
undang-undang secara materiil kini tidak mungkin lagi tatkala Pasal 24A ayat
(1) UUD NRI Tahun 1945 hanya memberikan kewenangan bagi Mahkamah
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EE -Agtmcrmencruy peratmzm pemndangnundwlcran di bawah undang- undamar

T '_Tidald\_dhmunckm 1ag1 admyapembahanUUDkadepzm Uanapembeman
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Pe;wu;mn undang undang chMahkamah Konstitmi mclalm dua mhap -

pemenksaan yaﬁu pemei II\%aan pend‘ihulucm dan pemenksaan pel szdangan

':'Mahkamah :KDI}SHKUSI Wajlb membem nasﬂmt kepada pemohon uniuk N
: meienwkapz dan/atau memperbaiki pﬂimohonamnya (Pasal 39 ay yat (2)). '

Sebelum memasuki pokok perkara pada pemeriksaan persidangan,

Mahkamah Konsutum mempemmban gkan dua hal, yaitu:

I

Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus
pemaohonan pengujian. Kewenanvan ini sebagai pelak*sanaan Pasal 50
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang menyatakan: Undang-undang

_yang dapat dimohonkan unfuk diuji adalah undang- -undang yang
jd;undanokzm seteiah perubahan Uﬁdzmcr—Undzmo Dasar Negara Republik
| Indonesia Tahun 1945. DencanPenjelasan yang dxmal{sud dengan“scleiah
_ pe;mbahdn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
'1945” adalah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999, Namun,
pengujian kompetensi Mahkamah Konstitusi tersebut, sejak tanggal 12
April 2005 tidak diperlukan karena berdasar Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 066/PUU-11/2003, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan
menguji seluruh undang-undang Republik Indonesia.

Apakah pemohon memiliki hak konstitusional yang dirugikan dengan
berlakunya suatu undang-undang? Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2004 menyatakan: Pemohon adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh
berfakunya undang-undang. Dalam Penjelasan disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
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Mahi{améh Kons_tiulsi dengan putusan Nomor 004/PUU-II/2005, dapat
 dijadikan sebagai acuan ‘siapakah yang dikategorikan sebagai pihak yaﬁg

E . dirugikan hak konstitusional dengan berlakunya undang-undang (dalam halini

Undan U—Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pada

p‘utusan tersebut Mahkainah Konsﬂtum bf:ipendap'it bahwa pihak dapat
L diliatecorikm sebaﬂa;t pemohon apabﬂa ter dapat I\epentm gan I\onsutusmnal

. -yano secara prlbadi yang dimglkan Implikasi t1da§k terpenubinya kedudukan
. hukum pemohon amar putusan menyatak&n pemohonan tidak dapat d1temna
: '(Pasal 56ayat (1). Sebagai bahan kapan Iebih Iengkap, benkl.lt chsaj Jkan putusan

" Nomor 004/PUU III/ZOOS ' '

PUTUSAN
Perkara Nomor: 004/PUU-TI/2005
' DEMI KEA@I“LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA
' MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIXK ENDONESIA '

 “Yang memeriksa, mengadﬂi, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat
pértama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan
pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman Bab V1 Pasal 36 ayat (1) (2), dan (3) bertentangan dengan Undang-
Undanc Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang ';elanjutnya
disebut UUD 1945), yaﬁg diajukan oleh:

MELUR LUBIS, S.H. Pekerjaan Advokat, beralamat di J1. Sidodame
Komplek Pemda No.37 Medan untuk selanjutnya
disebut sebagai Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUKPERKARA
Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 8
Januari 2005 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (yang
selanjutnya disebut Mahkamah tanggal 20 Januari 2005 dan diregistrasi dengan
No.004/PUU-I1/2005 yang kemudian diperbajki pada tanggal 23 Februari
2005 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:
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1. Tentang Legal %tandlng SR RN LRI
Bahwa Pemohon adalah waroa Negaia Indonesm ash perorangan
I yancr melakukan pekegaan advokat dengan demﬂqan mempunyal hak/

: fflfr_---iaengakuan Jarmnan perhndungandankepasﬁanhukmnyang adilserta
i 'j-pc-:lia.kuan yanﬂ sama dl hadapanhukum D R '

niRl Tentang Dahl /Alasan Permohon'm S ' o
' Bahwa dengan berla}cunya Undang Undang Repubhk Iudones;a__ o

;'.i.kewenangan honstﬂusmnal sebagaunana setlap orang berhak atas

-'Z-meor 4 Tﬂ.hun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah - o

G menimbulkan kemgl an: terhadap hak/kewenangan konstitusional
" pemohon sebdgaimana diatur dalam Undang-Undang DasarRepublik
- -Indonesm Tahun ‘1945 Pasal 28D ayat (1), berdasarkan materi yang
tertcna dalam Bab V1, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pasal 36, yaitu:
Ayat (1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana
- dilakukan oleh Jaksa. '
-Ayat (2) Pengawasan pelaksapaan putusan pengadilan sebagaimana

_ dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua Pengadilan
. Ayat (3) Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilakukan oleh Panitera dan Juru sita dipimpin oleh Ketua

Pengadilan. -

Penjelasan yang dimaksud dengan “DIPIMPIN™ dalam ketentuan ini
* mencakup pengawasannya dan tangung jawab sejak diterima
- penmohonan sampai dengan sejesainya pelaksanaan putusan.

* Bahwa berdasarkan pelaksanaan putusan pengadilan ini dibuat daftar
pelaksana, pimpinan dan pengawas sebagai berikut:

No Jabatan Tugas Perkara Pidana Perkara Perdata

1. | Pelaksana Jaksa {ayat (1)} Panitera dan Jura sita

2. | Pimpinan Jaksa Agung (jelas) Ketua Pengadilan

3. | Pengawas Ketua Pengadilan Ketua Pengadilan
Yhs {ayat (2)}
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Berdasarkan daftar i maka jabatan Ketua Pengadilan sudah setin gkat

- -dengan J aksa Agung dalam melaksanakan putusan pengadilan. -

- +Dalam pelaksanaan putusan perkara perdata Ketua Pengadilan
BE _'i-mempunyai Jabatan rangkap yaitu pimpinan dan pengawas yang
- menimbulkan Kekuasaan Absolut. Bahwa kekuasaan absolut ini

menyebabkan timbulnya perbuatan yang sewenang wenang dengan

- berbuat melebihi kekuasaannya, seperti yang terjadi dalam pel&ks:maan
. putusan perkara perdata INo. 4080 KfPDT/ 1998 Juncio No. BSS/PDT/

- 1997/PT Mdn juncto No. 16/Pdt G/1997/PN PsP. (bukti No. 1,2, 3)

Bahwa Lekuasam Ketua Pengadilan yang absolut ini telah dipergunakan

..-secara sewenang-wenang terhadap diri pribadi pemohon berdasackan
cbukti Mo. 15,17, 18, 23 dan No. 26, sehingga hak kewenangan
- konstitusional pemohon telah dirugikan berdasarkan bukt No. 15, 16,
20,21, 22,24, 25,29, 30, 32, 34, 37,41, 44, dan No. 45;

Bahwa adalah sangat jelas bahwa kekuasaan absolut bertentangan

. dengan pembukaan UUD 1945 yang dikutip sebagai berikut:
- Kemudian daripada ifu untuk membentok suatu Pernerintahan Negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
fumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
dunta yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaaan Indonesia itn
dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk
dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulaian
rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap (bukti No. 2 dan No. 3) dan telah membayar biaya eksekusi
(bukti No. 11 dar No. 19) maka tidak dibenarkan adanya penilaian
oleh pengadilan, jadi wajib dilaksanakan secara bertanggung jawab
sampai selesal. Bahwa penilaian yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan
Negeri berdasarkan bukti No. 23 dan No. 26, dan Ketua Pengadilan
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1 - Tinggi Bukti Mo, 31 dan No. 43 telah menggamba_rkan tent’mg tidak
s __'.'_.adzmya Kepasﬂzm Hukum Yancr Achi

" Bahwa Mahkzm'lahAﬁun g yancr telah menehu dan mempeiajan secara
S _seksama berdaqdrkan Bukii No. 38 39 hanya berwenang sebatas
: 'buku ity sehmcga pemohon mengmsmkm penztg ianmateri dari Pasal

i EERE ayat (4), yang bmbuny& T _
-:_'MahkmmhAgmlgmelaku}can pengaqumltemnggl dalamlmcktmgm Lo

i pemdlian yan g berada dlbawahnya berdasarkan Undang~u11da;1 g.
} -'-'_thwa _oleh_ karena Undang—undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 36 ayat

2(3) cian_fpenj_elasannya'tentang ‘Kekuasaan Kehakiman telah

< menetapkan bahwa: Ketua Pengadilan telah mermniliki kekuasaan absolut
<~ dalam-pelaksanaan putusan perkara perdata yang mencakup
- pengawasan dan tanggung jawab sejak diterima permohonan sampaj
- dengan selesainya pelaksanaan putusan, makaMahkamah Agung tidak

~ berwenang untuk mengawasinya (sesuai azas hukum yaitu hal-hal

khusus menyampingkan hal-hal yang umum).

Bahwa dalil ini diperkuat pula dengan putusan perkara pidana ayat
(2) dilakukan oleh Jaksa dan Mahkamah Agung tidak berwenang untuk
mengawasinya.

3. . Tentang Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata No.4080 K/Pdt/1998
Juncto No.385/Pdt/1997/PT Mdn juncto No.16/Pdt.G/1997/PN PsP.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (4), Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 yang berbunyi:

(4) Putusan Pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nifai
kemanusiaan dan keadilan. |

Bahwa berdasarkan bunyi putusan ini maka perlu diuji apakah
pelaksanaan putusan dimaksud diatas telah memperhatikan nilai
kemanusiaan dan keadilan, berdasarkan bukti-bukti yang antara lain
sebagat berikut:

Bukti No.15, yaitu surat permohonan eksekusi ke 3 dari pemohon
yang mendasarkannya pada bukti No. 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13 dan
14 Bahwa pemohon dengan ini menyampaikan kiranya seluruh Hakim
Konstitusi berkenan untuk memberikan jawaban atas permohonan
dimaksud, jika seandainya menduduki posisi Ketua Pengadilan Negeri
Padang Sidempuan.
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Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tidak berkenan
~ untuk menjawabnya secara benar dan mencari-cari alasan untuk
.- melindungi kepentingan Termohon Eksekusi/Asal Tergugat I TV, V,
.. VI, dan oleh karenanya Pemohon menyampaikan bukti No. 16, yang
' selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi di Medan menerbitkan bulkti No.

- 27 dan No. 28. bahwa dengan demikian pelaksanaan putusan pérdata
- No.4080 K/PDT/1998 juncto No.385/PDT/1997/PT Mdn ]uncto
- No.16/Pdt.G/1 997/PN PsP tidak memperhatzkan nilai Kemanumaan

o '::_danKeadﬂm

---Bahwa sampai dengan saat sidang Mahkmah Konstitusi ini digelar,

putusan perkara perdata dimaksud belum selesat dilaksanakan dan
penyebabnya yang pasti adalah Ketua Pengadilan memiliki kekusaan

yang absolut dan tidak dapat digugat. Bahwa dengan demikian
-disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan perkara perdata No.4080

K/PDT/1998 juncto No.385/PDT/1997/PT Mdn juncio No.16/
Pde.G/1997/PN PsP Tidak Memperhatikan Nilai Kemanusian (Sila
Ke 2 dari Pancasila) dan Keadilan (Sila Ke 5 dari Pancasila).

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan di atas dimohon kiranya
Majelis Hakim Konstitusi berkenan menetapkan putusan:

Menyatakan bahwa permohonan dari pemohon adalah beralasan dan
untuk itu permohonan dikabulkan.

Menyatakan materi Bab V1. Pelaksanaan putusan pengadilan Pasal 36
ayat (1) (2) dan (3) bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 yaitu
dasar negara — Pancasila dan Pasal 28D ayat (1) dan oleh karenanya
tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,

Memerintahkan supaya putusan terhadap permohonan ini dimuat datam
Berita Negara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak putusan diucapkan.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon
telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut:

1.Bukti P-1  : Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan No.16/

Pdt.G/1997/PN.PSP tanggal 28 Mei 1997

2.Buki P-2  : Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No.835/Pdt.G/
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s BuktiP 3

4 Bukt1P~4 B

'_5 Buku P~5 : :

_'.'-6 Bu}mP 6

 7&@?']

10. Bukiti P-10:

11. Bukti P11 :
12. Bukti P-12;

13, Bukt P-13;

14. Bukti P-14;

15 Bukti P-15;
16. Bukti P-16:

17. Bukti P-17:

. Izzformasi Putusan-’VIahkamah Konstimsi

. ;.Putusam Mahkamah Agunc RI No 4080Kdet G/ 1998

- tanggal 23 Maret 2001 - i o
Surat Kuasa tertanggal 14 Aprﬂ 1998 dari Pench Halarap o

Cs kepada Firman Harahap,SH = -

Sur at Pennohonan peiaksanaan Putus an yang ¢ chbuat oleh

© . H.Muchtar Siregar tanggal - Juni 2002 :

L 'Surat permohonan Pembentahuan Putusan Kasasi kepada. .

S ___Pengadﬂan Negen Jakarta Seiatan tangga} 21 I uni 2002; Y

Surat Permohonan Kepada Pengadﬂan Tin crgl Sumatela S

. Utaratanggal © Juli 2002; - '

8 Buku P~8 o ‘Surat Balasan dari Pengadilan Negeu Padanc Szdempuan

kepada H Muchtar Siregar tanggal - September 2002;
:Surat fanggapan dari Pengadilan Tinggi Sumatera Utara

& "kepada ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempnan tanggal

7 Januari 2003;

‘Surat Permohonan Pelaksanaan Putusan dari H.Muchtar
Siregar kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan

tanggal 14 Oktober 2002;
Kwitansi (SKUM) panjar ongkos eksekusi tanggal 31

“ Oktober 2002;

Relas Panggilan untuk diberi ingat tertanggal 6 Nopember
2002 No.16/Pdt.G/1997/PN.Psp;

~Surat dari Pengadilan Padang Sidempuan kepada Ketua

Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 14 januari 2003
perihal Permohonan;

Surat Kuasa dari H. Muchtar Siregar kepada Melur
Lubis,S H. sebagai Kuasa;

Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan
tanggal 10 Februari 2003 dari Melur Lubis,S.H. perihal
melanjutkan Permohonan;

Surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
Sumatera Utara tanggal 12 Februari 2003 dari Melar
Lubis,S.H. perihal Permohonan Fksekusi;

Surat kepada H. Muchtar Siregar dari Pengadilan Negeri
Padang Sidempuan tanggal 18 Februari 2003 perihal
mformast;
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~ 18.Bukti P-18:
19. Bukti P-19:
20 Bukti P-20:

21, Bukti P21 ;

22 ij:ikii ié;éz .;
23. B.ﬁk{i P-23:
24. Bukti P-24 :
25. Bukti P-25:

206. Bukti P-26:

27, Bukti P-27:
28. Bukti P-28:

29. Bukti P-29:
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* Surat kepada Melur Lubis dari Pengadilan Negeri Padang

Sidempmn tanggal 18 Februari 2003 penha] permohonzm

‘Blseksi;

Kwitansi (SKUM) tanggal 24 Maret 2(}03 :
Sui at kepada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal
25 Febiuan 2003 dari Melur Lubis, S.H. pemhai }awaban

oo tertulis;
Sumt kepada Nuria Br. Slmatupang ta,nggal 14 Mar@t 9003
" dari Melur Lubis, $.H. perihal Somasi; -

Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sxdempuan
tanggal 14 Maret 2003 dari Melur Lubis,S.H. perihal
Jawaban tertulis; ¢

Surat Keiua Pengadilan Negeri Padang Sidempnan tanggal

21 Maret 2003 kepada Melur Lubis, S.H. perihal Jawaban
tertulis;

Surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
tanggal 24 Maret 2003 dari Melur Lubis,SH perihal laporan
resii;

Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan
tanggal 24 Maret 2003 dari Melur Lubis, S.H. penha}
Jawaban tertulis;

Surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
tanggal 07 April 2003 dari Pengadilan Negeri Padang
Stdempuan perihal Laporan dan penjelasan serta mohon
petunjuk pelaksanaan eksekuti putusan No.16/Pdt.G. 1997/
PsP juncto No.385/Pdt/1997/PT. Mdn;

Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan
tanggal 08 April 2003 dari Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera
Utara perihal permohonan eksekusi;

Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidermpuan
tanggal 08 April 2003 dari Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera
Utara perihal klarifikasi;

Surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
tanggal 14 April 2003 dari Melur Lubis, S.H. perihal
eksekusi/iindak pidana dalam jabatan;




©30.BukiiP30 :
' 31.Bukii P-31

.7 perkara No.16/Pdt.G/1997/PN.PsP. atas Putusan s
) ':._-'No A080.K. Pdt/1995 Jo.No. 385/Pdt/ 1997/PT Mdn; . IR

;"SmathepadaKetua Komisi Pembelantasan Korupsiianggal

29 Februari 2004 dari Melur Lubis, S.H. perihal Pengaduan

SR mdak Pidana Kmupm yang dllaku}\fm oleh Syarir
. +Hasibuan,S.H. da;

Surat kepada Melurtubis, S.H tangt,al 25 Maret 2004 daii

- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi perihal Pengaduan:

34. Bukii P-34:
35.lBluklti P~35 :
36. Bukii P36
37. Bukti P37

38. Bukti P-38 :
39. Bukti P-39;
40, Bukti P-40:

41. Bukti P-41:

. Informasi Putusan -Mahk*;mah Kenstimsi

Surat Lepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan

: :tszrgal 09 Aprﬂ 2003 dari Melur LllblS S.H. penhal_

= klzmﬁkam permohonzm ekseku& : '
Surat kepada Ketna Muda Bzdanc Pengawasan dan
o {Pembmaan MahkamahAcrungR ] tanggal 08 Oktober 2003

dari Ketua Pencradﬂaﬂ Tinggl Sumatera Utara peribal eksekusi

Surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni

- 2004 dari Melur Lubis, S.H. perihal Permohonan;
- Suratkepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal

4 Juli 2004 dari Melur Lubis, S.H. perihal Permohonan:
Surat Kepada Melur Lubis, S.H. tanggal 30 Juli 2004 dari
Ketua Komisi Pembei antasan Korupsi perihal Pengaduan;
Suratkepada Ketua Mahkamah Agung Rl tanggal Juli 2004
dari Melur Lubis, S.H. perihal Surat Permohonan Terbuka;
Surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
tanggal 12 Agustus 2004 perihal Belum dilaksanakannya
eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No.4080/K/Pdt/
1998;

Suratkepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan
tanggal 30 Agustus 2004 dari Mahkamah Agung RI perihal
Surat Permohonan belum dilaksanakannya eksekusi Putusan
Mahkamah Agung R.INo.4080 K/Pdt/1998:

Surat kepada Ketua Komisi Pemberantasan Konipsi tanggal
1 Gktober 2004 dari Melur Lubis, S.H. perihal Surat terbuka
tentang tantangan Ketua PT di Medan terhadap
Kewenangan KPK;

Surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 01
Oktober 2004 dari Melur Lubsis, §.H. perihal Surat terbuka
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t+tentang penolakan atas hukuman Adn11mstrat1f oleh: Ketua
cio o PT di Medan;
42, Bukti-P-42: Surat kepada Melur Lubis, S H. tanogal 18 Oktober 2004
i s dard Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara perihal Surat ,
L Telbuka tentang tantangan Ketua PT. dJ Medan terhadap
corinon o kewenangan KPK -
43. Bukti-P-43: -Surat kepada Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 21
e  Oktober2004 dasi Ke_tua?engadﬂan’]f’mgg Sumatera Utara
~perihal belum dilaksankannya eksekusi putusan Mahkamah
i ot Agung RIN0.4080 k/Pdi/1998; -
44, Bukti-P-44: Surat kepada Ketua Mahkamah Agung R.I tanogal 22
Cktober 2004 dari Melur Lubis, S.H. perihal Surat Terbuka
- tentang keberatan Ketua Pengadilan Tinggi di Medan
terhadap Surat tanggal 1 Oktober 2004 No. IG/PSP/OSZ/
“11/2004 dan No.16/PSP/053/11/1004; )
45. Bukti P-45: Surat kepada Ketua Mabkamah Agung R.I dari Melur
Lubis,S.H. perihal Surat Terbuka tentang Surat Ketua PT
di Medan No.34821 Washin/PT.Mdn/2004;

Menimbang bahwa pada pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan
pada hari: Kamis tanggal 17 Februari 2005 Pemohon hadir sendiri dengan
didampini oleh Pendampingnya Drs. Aliyunasii Siregar;

Menimbang bahwa pada pemeriksaan persidangan hari Jumat tanggal 04
Maret 2005 Pemohon datang menghadap, telah didengar keterangannya pada
pokoknya menerangkan tetap pada isi permohonan;

PERTIMBANGAN HURUM

Menimbang bahwa malksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah
terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. ApakahMahkamah berwenang untuk mengadili dan mernutus permohonan
pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehaldman:




B Informasi Patusan Mahkamah Konstitusi

. 2 Apakah Pemohon mermhkz hak konsutuslonal ydng d;mglkan dengan : -

ber}akunya undang—undancr dlmaksud

) KEWENANGAN MAHKAMAH

T .___Memmbang bahwa Pasal 24(3 ayat (1) UUD 194‘5 menyatakan_
.. Mahkamah Konstitusi berwenang antara lain untuk mengadili pada tingkat. -
~ pertama danterachiryang putssannya bersifatfinal uniuk menguji undangundang
- terhadap undang g undang dasar; hal tersebut dltegaskan kembali dalam Pasal

5 L 10 Undang«-undano N omoz 24 Tahun 2003 tentan g Mahka.mah Konstltusz

Mennnbang bahwa Pemohon telah menﬁajui\an permohonan untuk mencuﬂ N

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, khususnya Pasal 36 ayat (1), (2), dan
- (3), sehmgga oleh karenanya permohonan pen gujian dimaksud merupakan
kewenangan Mahkamah R : ¢ N

2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDENG) PEMOHON

Memmbang bahwa Pasal 51 berbunyi: =

“(1) Pemohon adalah pzhak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konsnmsmnalnya dlmmkan oleh beriakunya undan g-undang, yaifu:

a. PﬁIOl&lanll warga negzua Indonesia;
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
“perkembangan masyarakat dan prinsip Neeara Kesatnan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
¢. Badan hukum publik atau privat; atau
d. Lembaga Negara,

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya fentang
hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(H”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk dapat
diterima sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah Konstitusi sebagai fihak
yang memiliki legal standing, pihak tersebut terlebih dahulu harus menguraikan
(1) kapasitasnya dalam permohonan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan
Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dimaksud dan (ii)
kerugian atas hak konstitusional yang diderita dalam kualitas tersebut akibat
‘berlakunya satu undang-undang;
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_ Mennnbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan chrmya
sebagaa warga negara Indonesia asli, perorangan yang melakukan pekerjaan
advokat, telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Undanc-

 undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena Pasal
36.ayat (1), (2), dan (3) undang—undanv @ guo, bertemangan dengarl Pasal
28D ayat (1) UUD 1945, karena ketentuan dalam ayat tersebut menempatkan
._Keiua Pengadﬂan sebagal pimpinan-dan ‘pengawas pelaksanaan putusa.n

'Pengadﬂan yang: memmbulkan kekuasaan absolut Keknasaan absolut iﬁi

. menyebwbkan mnbtﬂnya perbuatau sewenang-wenan g, dengan berbuat me}ebli’n

| kekuasaannya seperti terjadi dalam pelaksanaan putusan perkara No. 40801{/

PDT/1998 juncio No.385/PDT/1997/PT.MDN juncio No. 16/?DT~G/ 1 997/

PN. PSP

- Menimban g bahwa meskipun Pemohon mendalilkan dirinya sebaﬁai
orang perorangan yang melakukan perkerjaan advokat dirugikan hak '
konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuoasaan Kehakiman, karena
kekuasaan Ketua Pengadilan yang absolut telah dipergunakan secara sewenang-
wenang terthadap diri pribadi Pemohon, akan tetapi dari keseluruhan alat-alat
bukti berupa P-1 sampai dengan P-43, ternyata putusan pengadilan dalam
perkara perdata Nomor 4080K/PDT/1998 juncto No.385/PDT/1997/
PLMDN juncto No.16/PDT-G/PIN.PsP adalah perkara antara Ny. Badariah
Mawar Harahap sebagai penggugat lawan Pm‘iindﬂngan Harahap CS scbagai
terguga&tergug'at, dalam perkara mana Pemohon pengujian Undang-undzing a
quio bertindak sebagai kuasa H. Muchtar Siregar, ahli waris Penggugat, pamun
surat kuasa dimaksud secara eksplisit fidak termyata telah dilampirkan, meskipun
dalam sidang Mahkamah telah diperintahkan untuk dilampirkan, baik dalam
perkara pokok vang diajukan di peradilan umum maupun dalam perkara
permohonan pengujian undang-undang a guo; '

Menimbang bahwa lagi pula, dari alat bukti maupun keterangan Pemohon
yang'diberikan di depan sidang Mahkamah, telah temyata bagi Mahkamah
bahwa kepentingan konstitusional yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya
Pasal 36 ayat (1), (2) dan 3 UU Nomor 4 Tahun 2004 adalah kepentingan
konstitusional Ny. Badariah Mawar Harahap yang diterangkan telah meninggal
dunia dan dilanjutkan oleh ahli warisnya H. Muchtar Siregar dan bukan mengenai
keragian pribadi Pemohon a guo;
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' Menimbm g bahw'a kerugian yang dipermasalahkan tersebut adalah

_'Lemgxan konstitusmnal yang dianggap telah dialami oleh Ny. Badariah Mawar )

Harahap Cg. H. Muchtar Siregar sebagai ahli waris, dan di lain pihak Pemohon

tidak dapat: menunjukkan suratkuasa yang memberi kewenangan bertindak

o untuL mengajukan permohonan pen gujian di depan Mahkamah. Oleh karena

ity ter}epas dari kedudukan Pemohon sebagai advokat yang boleh jadi -
. me;agaiamx kerugian dalam hal terjadinya keadaan secara umum seperti yang =
idlmaﬂcandaiampannohonan ¢ quo dan terlepas pula dari pendirian Mahkamah

- bahwa masaiah yang didalilkan Pemohon menyanﬁl\ut pelaksanaan eksekusi
B putusan Pengadilan yang telah berkekuaian tetap, Mahkamah menilai bahwa
yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya bukanlah menyangkut
konstitusionalitas Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 4
“Tahun 2004;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah
menilat tidak ternyata terdapat kepentingan konstitusional Pemohon secara
pribadi yang dirugikan sebagaimana yang didalitkan. Dengan demikian, secara
pribad: Pemohon sama sekali tidak dirugikan oleh berlakunya Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2004, sehingga oleh karenanya Pemohon dipandang tidak
memiliki legal standing sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1)
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

Menimbang bahwa karena Pemohon tidak mempunyai legal standing
sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah
berkesimpulan, tanpa perlu memasuki pokok perkara, permohonan Pemohon
harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verkloard);

Mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi.

MENGADILT

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet
ontvankelijk verklaard).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri
oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Rabu, 13 April 2005 dan
diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitosi yang terbuka ontuk umum
pada hari ini Kamis, 14 April 2003, oleh kami Prof, Dr. J imly Asshiddigie,
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3.H. selaku Ketua merangkap Anggota dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki,
S.H.,Prof. H.A.S. Natabaya, S.FL, LL.M., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr.
" Harjono, S.H., M.C.L., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., I.Dewa
Gede Pal gi}i}a, S.H., MLH., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono;'S;H.,
N rn'a's'inmmasmg sebagai anggota, dengan dibantu oleh Widi Asm, S.H: 'séb'agaj
_ 'Pan;{ela Penggantl serta dlhﬂdll’l oleh Pemohon/ Kuasa Pemohon dan P1hak
_ Telkalt/Kuasanya e

 KETUA.

Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

Pr;}f.@‘.H.M.Laica Marzuki, S.H, Prof.H.A.-S.Natabaya,S,H.,L}%..M.
H.Achmad Roestandi, $.H. Prof.11.A Mukthie Fadjar,8. ., M.S.
Dr. Hatjono, S.H., M.C.L. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.

Maruarar Siahaan, S.H. Soedarsono, 5.H.

PANITERA PENGGANTI,

Widi Astuti, S.H.




